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ABSTRAK 
 

Kinerja Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Tanjungpinang dalam 
Pelaksanaan Fungsi Penganggaran, Pengawasan dan Legislasi 

 
 

Muhammad Arif 
Universitas Terbuka 

 
Muhammadarif05031976@yahoo.com 

Kata Kunci :  Kinerja DPRD, Fungsi Penganggaran, Fungsi Pengawasan 
dan Fungsi Legislasi. 

 
Kinerja merupakan konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan 

bertanggung jawab. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 
akuntabilitas pelaksanaan pemerintahan dalam menghasilkan pelayanan publik 
yang lebih baik. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kinerja DPRD Kota 
Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan 
legislasi, serta menjelaskan faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja 
lembaga DPRD tersebut. Kinerja lembaga legislatif yang dimaksudkan adalah 
capaian hasil aktivitas DPRD sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah 
ditentukan. Subyek penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota 
Tanjungpinang yang berjumlah 25 orang dan informan dalam penelitian sebanyak 
8 orang, terdiri dari informan utama dan informan triangulasi. Informan utama 
adalah 5 anggota DPRD, yang berasal dari: Komisi 1, Komisi 2, Komisi 3, Badan 
Legislasi, dan Badan Anggaran serta informan triangulasi berjumlah 3 orang 
warga pemerhati pemerintahan daerah di Kota Tanjungpinang yang berasal dari 
akademisi, LSM, dan tokoh masyarakat. Pengumpulan data dilakukan melalui 
wawancara dan studi dokumentasi. Wawancara dilakukan untuk menelusuri 
pendapat informan berkenaan dengan kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam 
pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi beserta faktor-faktor 
yang mempengaruhinya. Data terkumpul diolah dengan menggunakan teknik 
analisis kualitatif model interaktif.  Temuan penelitian menunjukkan bahwa 
kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, 
pengawasan, dan legislasi belum mencapai tingkat yang diharapkan dan faktor-
faktor yang berpengaruh terhadap kinerja DPRD Kota Tanjungpinang adalah 
faktor sumber daya manusia, faktor organisasi, dan  faktor lingkungan. Untuk 
meningkatkan kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, 
pengawasan, dan legislasi antara lain perlu adanya penyamaan pandangan antara 
pemerintah daerah dan DPRD terhadap proses penyusunan perencanaan dan 
penganggaran, pembuatan sitem operasional dan prosedur pengawasan yang 
standar, pelibatan stakeholders dalam proses pembahasan setiap rancangan 
peraturan daerah, serta pelatihan dan pengembangan pendidikan secara optimal 
bagi anggota DPRD. Di samping itu juga disarankan perlu adanya strategi khusus 
untuk melakukan penelitian dan pengkajian agar penyusunan APBD bebas dari 
kepentingan politik dan tekanan partai politik. 
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 ABSTRACT 
 

Performance of the Tanjungpinang’s Regional Representatives Council in 
Implementation of Budgeting, Monitoring, and Legislation Functions 

 
Muhammad Arif 

The Open University 
Muhammadarif05031976@yahoo.com 

 
Keywords: Performance

 
Performance is an important concept in responsible and good governance. 
Performance measurement is crucial to assess the accountability of government in 
providing better public services. This study aimed at analyzing the performance of 
the Tanjungpinang Council in implementating the budgeting, supervision, and 
legislative functions, and describing the factors that influence the performance of 
the local legislative bodies. Performance legislature is meant as the performance 
results of Parliament activity in accordance with the implementation of 
determined regulations. The subjects of this study were all members of 
Tanjungpinang parliament, that were 25 people and the informants were 8 people, 
consisted of key informants and informans for triangulation. Key informants were 
5 members of parliament, who came from: Commission 1, Commission 2, 
Commission 3, Legislation, and Budget Agency. Meanwhile, the informants for 
triangulation were  3 goverment observers coming from academia, NGOs, and 
community leaders. Data were collected through interviews and documentary 
study. Interviews were conducted to trace the informant opinion regarding the 
performance of Tanjungpinang City Council in the implementation of the 
budgeting, supervision, and legislative functions as well as factors that influence 
the implementation of those functions. The data were processed by using 
qualitative analysis techniques with interactive model.  The research findings 
indicated that the performance of the Tanjungpinang City Council in conducting 
budgeting, supervision, and legislative functions has not reached the expected 
level and the factors that influence it were  the human resources, organizational, 
and environmental factors. In order to improve the performance of Tanjungpinang 
Parliament in conducting budgeting, supervision, and legislative functions,    there 
are needs of  the same perception between local governments and parliaments in 
terms of the preparation process of planning and budgeting in accordance with 
laws and regulations,  making of standardized operational and procedures of 
supervision, involvement of stakeholders in the process of discussion of any local 
regulation drafts as well as the training and development in education for 
members of parliament. In addition, there is recommened to provide specific 
strtategis for  conducting  research and study so that the budget process is free 
from political interests and political pressures. 

 Council, Budgeting Functions, Monitoring 
Functions, Legislation Functions. 
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BAB II 

TINJAUAN PUSTAKA 

A. Kajian Teori 

1. Konsep Evaluasi Kinerja 

Pengertian Evaluasi menurut Wikipedia Indonesia (2007) adalah 

penentuan secara sistematis mengenai kepatutan ( kepantasan), nilai manfaat, dan 

keberartian sesuatu atau seseorang. Departemen Pendidikan Nasional (2002) 

mengartikan evaluasi sebagai suatu proses pengumpulan serta pemrosesan data 

dan informasi yang akan digunakan sebagai dasar pengambilan keputusan, 

pengelolaan dan pengembangan data dan informasi secara sistematis mengenai 

kepatutan (kepantasan), nilai manfaat, dan keberartian sesuatu subyek baik berupa 

seseorang, atau sesuatu kegiatan, program, dan kebijakan organisasi/lembaga. 

Kinerja merupakan konsep penting dalam tata pemerintahan yang baik dan 

bertanggung jawab. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai 

akuntabilitas organisasi dan manajemen dalam menghasilkan pelayanan publik 

yang lebih baik. 

Prawirosentono dalam Samsuddin (2003) mengemukakan bahwa istilah 

kinerja merupakan padanan kata dalam bahasa Inggris performance. Kata 

performance tersebut berasal dari akar kata  to perform yang mempunyai arti 

melakukan, menjalankan, melaksanakan, memenuhi atau menjalankan kewajiban, 

melaksanakan atau menyempurnakan tanggung jawab, melakukan sesuatu yang 

diharapkan oleh seseorang. 
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Tingkat keberhasilan seseorang dalam menjalankan pekerjaannya disebut 

level of performance. Biasanya orang yang level of performance-nya tinggi 

disebut sebagai orang yang produktif, dan sebaliknya orang yang levelnya tidak 

mencapai standar dikatakan sebagai tidak produktif atau kinerja rendah (Vroom 

dalam As’ad, 1991). 

Pengertian kinerja menurut Bacal (2002) adalah tingkat pencapaian 

sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan. Pengertian ini mencakup: (1) 

kemampuan menyelesaikan pekerjaan pada waktunya, (2) menunjukkan keahlian 

dan keterampilan yang diperlukan dalam pekerjaanya, (3) menunjukan kreativitas 

dan inisiatif, serta (4) memenuhi atau melampaui target kuantitatif hasil kerja 

yang telah ditentukan.  

Berdasarkan pendapat diatas maka dapat disimpulkan bahwa kinerja 

adalah hasil yang diperoleh dari suatu aktivitas selama periode waktu tertentu 

sesuai dengan aturan dan norma-norma pelaksanaan yang telah ditentukan. 

Chairullah (2004) mengemukakan bahwa istilah evaluasi kinerja sering 

disebut juga penilaian kerja (performance appraisal) dan tinjauan kinerja.  

Kinerja atau prestasi kerja didefinisikan dalam beragam rumusan, akan 

tetapi pengertian kinerja pada umumnya menunjuk pada keberhasilan seseorang 

dalam menjalankan tugasnya menurut kriteria yang ditentukan untuk jangka 

waktu tertentu. Kinerja juga merupakan suatu hasil kerja yang dicapai seseorang 

dalam melaksanakan tugas-tugas yang dibebankan kepadanya yang didasarkan 

atas kecakapan, pengalaman, kesungguhan dan waktu penyelesaian. 
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Dari uraian di atas dapat disimpulkan bahwa kinerja adalah hasil yang 

dapat dicapai oleh seseorang atau sekelompok orang dalam suatu organisasi, 

sesuai dengan wewenang dan tanggung jawab masing-masing. dalam upaya 

mencapai tujuan organisasi bersangkutan secara legal, tidak melanggar hukum. 

serta sesuai dengan moral dan etika. 

Kinerja adalah gambaran mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu 

kegiatan/program kebijaksanaan dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi 

organisasi.Secara sederhana kinerja diartikan sebagai hasil yang dicapai oleh 

seseorang pada bidang pekerjaan yang ditekuni selama periode waktu tertentu. 

Evaluasi kinerja atau penilaian pelaksanaan pekerjaan meliputi tiga hal 

berikut. 

(1) Usaha mengidentifikasi, mengukur atau menilai dan mengelola pelaksanaan 

pekerjaan oleh para pegawai/karyawan. 

(2) Usaha mengidentifikasi dan menilai aspek-aspek pelaksanaan pekerjaan yang 

berpengaruh kepada kesuksesan organisasi non profit dalam mencapai tujuan. 

(3) Kegiatan mengukur/menilai untuk menetapkan seseorang/karyawan sukses 

atau gagal dalam melaksanakan pekerjaan dengan menggunakan standar 

pekerjaan sebagai tolak ukur. 

Ma’rifah (2004) mengemukakan bahwa sistem evaluasi kinerja 

mempunyai dua elemen pokok, yakni sebagai berikut. 
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(1) Spesialisasi pekerjaan yang harus dikerjakan oleh bawahan dan kriteria yang 

memberikan penjelasan bagaimana kinerja yang baik (good performance) 

dapat dicapai. Sebagai contoh: anggaran operasi dan target produksi tertentu. 

(2) Adanya mekanisme pengumpulan informasi dan pelaporan mengenai cukup 

tidaknya perilaku yang terjadi dalam kenyataan dibandingkan dengan 

anggaran dan realisasi kinerja. 

Jackson dalam Rosidah (2003) mengemukakan bahwa evaluasi kinerja 

sangat erat kaitannya dengan kelangsungan organisasi. Data atau informasi 

tentang kinerja karyawan terdiri dari tiga kategori sebagai berikut. 

(1) Informasi berdasarkan ciri-ciri seperti kepribadian yang menyenangkan, 

inisiatif, atau kreativitas dan  pengaruhnya terhadap pekerjaan tertentu. 

(2) Informasi berdasarkan tingkah laku  yang spesifik yang mengarah pada 

keberhasilan pekerjaan. Informasi perilaku lebih sulit diidentifikasi tetapi 

mempunyai keuntungan yang jelas karena memberikan gambaran tentang 

perilaku apa yang ingin dilihat oleh pihak manajemen. 

(3) Informasi berdasarkan hasil pertimbangan tentang apa yang telah dilakukan 

karyawan atau apa yang telah dicapai karyawan. Untuk pekerjaan-pekerjaan 

yang dapat diukur dengan mudah atau tepat, pendekatan ini adalah cara yang 

terbaik. Akan tetapi apa-apa yang akan diukur nanti akan cenderung lebih 

ditekankan. 

Penjelasan di atas sekaligus menunjukkan bahwa evaluasi kinerja berbeda 

dengan pengukuran kinerja. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan lebih lanjut dari 
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pengkuran kinerja dan pengembangan indikator kinerja. Oleh karena itu. 

pelaksanaan evaluasi kinerja harus berpedoman pada ukuran-ukuran indikator 

yang telah disepakati dan ditetapkan. Evaluasi kinerja juga merupakan suatu 

proses umpan balik atas kinerja masa lalu yang berguna untuk produktivitas 

dimasa mendatang. Sebagai suatu proses yang berkelanjutan, evaluasi kinerja 

menyediakan informasi mengenai kinerja dalam hubungannya dengan tujuan dan 

sasaran. Evaluasi kinerja merupakan kegiatan untuk menilai atau melihat 

keberhasilan dan kegagalan dalam melaksanakan tugas dan fungsi yang 

dibebankan. Evaluasi kinerja merupakan analisis dan interprestasi keberhasilan 

atau kegagalan pencapaian kinerja. 

 

2. Ruang Lingkup Evaluasi Kinerja. 

Evaluasi kinerja menunjukkan capaian kinerja suatu unit instansi 

pemerintah dalam suatu kurun waktu tertentu.Evaluasi ini setidaknya 

menunjukkan penilaian atas keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan 

sesuai dengan saran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam kerangka perencanaan 

strategis. Selanjutnya dengan menggunakan atribut indikator kinerja dan capaian 

kinerja kegiatan yang telah ditetapkan, evaluasi kinerja dapat dilakukan terhadap 

program dan kebijakan. 

 

a.   Evaluasi Kinerja Program 

Evaluasi program merupakan evaluasi terhadap kinerja program. Program 

dapat diidentifikasikan sebagai kumpulan-kegiatan nyata, sistematis, dan terpadu 
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yang dilaksanakan oleh satu atau beberapa instansi pemerintah atau dalam rangka 

kerjasama dengan masyarakat, atau yang merupakan partisipasi aktif msyarakat 

guna mencapai sasaran tujuan yang telah ditetapkan. 

 

b.  Evaluasi Kinerja Kebijakan 

Evaluasi kinerja kebijakan merupakan evaluasi terhadap ketentuan-

ketentuan yang telah disepakati  dan ditetapkan oleh yang berwenang untuk 

dijadikan pedoman dan pegangan atau petunjuk bagi setiap kegiatan aparatur 

pemerintah ataupun masyarakat agar tercapai kelancaran dan keterpaduan dalam 

upaya mencapai sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi. Evaluasi dan analisis 

kebijakan merupakan kegiatan awal (bukan akhir) dari upaya untuk meningkatkan 

proses pembuatan kebijakan berikut hasilnya. Dengan demikian evaluasi kinerja 

kebijakan merupakan pengkomunikasian atau penciptaan dan penilaian yang kritis 

mengenai suatu kebijakan. Kebijakan yang bermutu sangat berguna untuk 

memperbaiki kebijakan dan hasilnya. 

 

3. Pendekatan Evaluasi Kinerja Lembaga 

Terdapat berbagai pendekatan yang dapat digunakan untuk mengevaluasi 

kinerja lembaga organisasi. Celimsky dalam Perry (1990), mengidentifikasikan 6 

tipe pendekatan evaluasi, yaitu: (1) analisis awal-akhir (front-end), (2) penilaian 

evaluabilitas (evaluability assesment), (3) evaluasi proses, (4) evaluasi efektivitas, 

(5) monitoring program, dan (6) evaluasi sintesis. 
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Pendekatan-pendekatan evaluasi yang dikemukakan oleh Celimsky 

tersebut seluruhnya terfokus pada jawaban atas pertanyaan tentang substansi 

kegiatan/ program/kebijakan. Pendekatan-pendekatan seperti ini cenderung 

menggunakn angka-angka sebagai basis bagi penilaian tingkat kinerja. Kelemahan 

pendekatan-pendekatan ini terutama adalah kurang peka terhadap makna apa yang 

ada dibalik suatu fenomena kinerja lembaga. 

 

4. Faktor-faktor yang Mempengaruhi Kinerja Organisasi 

Kinerja lembaga, tim, atau individu dapat mencapai tujuan seperti 

diharapkan, namun dapat pula tidak mencapai tujuan. Wibowo (2007) menyatakan 

bahwa kinerja seringkali tidak mencapai apa yang diharapkan sehingga kita selalu 

membutuhkan perbaikan kinerja. 

Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja organisasi telah banyak 

diungkapkan oleh para analis. Wibowo (2007) menyatakan bahwa fenomena 

kesenjangan kinerja menekankan pada pemilikan kemampuan sumber daya 

manusia organisasi, antara lain: 

(1) kemampuan sebagai high-performer yang menunjukkahn prestasi tertinggi; 

(2) model peran tentang keyakinan, nilai-nilai, dan perilaku yang diharapkan; 

(3) keterampilan menjalankan hubungan antar-pribadi untuk membangun 

kredibilitas; 

(4) percaya diri dan kredibilitas untuk menyelesaikan masalah; 
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(5) kemampuan analisis untuk mengikuti proses secara sistematis untuk 

menganalisis kebutuhan; 

(6) kreativitas untuk mensintesiskan solusi yang tepat; 

(7) keberanian untuk memberikan umpan balik secara jujur; serta 

(8) ketekunan untuk melihat sesuatu secara mendalam. 

Sebagian analis mengacu faktor-faktor tersebut pada  faktor-faktor 

struktural (Babbie, 1977; Robbins, 1994) yang mencakup antara lain 

kompleksitas, formalisasi, dan sentralisasi (Robbins, 1996). Sebagian lainnya 

mengacu pada faktor-faktor kultural (Effendi, 2005; Foster, 2007; Darling & 

Beebe, 2007). Kultur organisasi dapat bergerak diantara yang ekstrim tipikal 

primordial sampai legal-rasional (Suryono, 2003). 

Sehubungan dengan kapasitas sumber daya manusia, Dwidjowijoto (2003) 

menekankan perlunya kedisiplinan. Bangsa yang maju memiliki sikap disiplin 

yang kuat. Sebaliknya kegagalan bangsa kita dalam berbagai hal erat kaitannya 

dengan sikap tidak disiplin yang sudah membudaya diberbagai kalangan. 

Penjelasan kultural diatas memberikan pemahaman bahwa kinerja 

organisasi akan sangat bergantung pada seberapa banyak fitur-fitur kultural yang 

dianut dengan kuat, diatur dengan baik, dan disarankan bersama secara luas oleh 

anggota organisasi. 
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5. Tugas dan Fungsi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) 

Lembaga perwakilan rakyat (parlemen) daerah (provinsi/kabupaten/kota) 

di Indonesia yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara pemerintahan 

daerah bersama dengan pemerintah daerah. DPRD diatur dengan undang-undang, 

terakhir melalui Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan 

Kedudukan Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

DPRD berkedudukan di setiap wilayah administratif yaitu: 

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi (DPRD Provinsi), berkedudukan di 

ibukota provinsi. 

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten (DPRD Kabupaten), 

berkedudukan di ibukota kabupaten. 

• Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota (DPRD Kota), berkedudukan di kota. 

DPRD merupakan mitra kerja kepala daerah (gubernur/bupati/walikota). 

Sejak diberlakukannya UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, 

kepala daerah tidak lagi bertanggung jawab kepada DPRD, karena dipilih 

langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala 

daerah. 

DPRD memiliki fungsi sebagai berikut. 

• Legislasi, berkaitan dengan pembentukan peraturan daerah, 

• Anggaran, kewenangan dalam hal anggaran daerah (APBD), serta 
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• Pengawasan, kewenangan mengontrol pelaksanaan perda dan peraturan lainnya 

serta kebijakan pemerintah daerah. 

Tugas dan wewenang DPRD adalah sebagai berikut. 

• Membentuk peraturan daerah bersama kepala daerah. 

• Membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah mengenai 

anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) yang diajukan kepala daerah. 

• Mengawasi pelaksanaan peraturan daerah dan APBD. 

• Mengusulkan pengangkatan/pemberhentian kepala daerah (bupati/wakil bupati, 

walikota/wakil walikota) kepada Gubernur melalui Menteri Dalam Negeri. 

• Memilih wakil kepala daerah dalam hal terjadi kekosongan jabatan wakil 

kepala daerah. 

• Memberikan pendapat dan pertimbangan kepada pemerintah daerah terhadap 

rencana perjanjian internasional di daerah. 

• Memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang 

dilakukan oleh pemerintah daerah. 

• Meminta laporan keterangan pertanggungjawaban kepala daerah dalam 

penyelenggaraan pemerintahan daerah. 

• Mengupayakan terlaksananya kewajiban daerah sesuai dengan ketentuan 

peraturan perundang-undangan. 

• Melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan 

perundang-undangan.  
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B. Kerangka Berpikir 

Konsep utama dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD Kota 

Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan dan 

legislasi, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap kinerja lembaga DPRD 

tersebut. Kinerja lembaga legislatif yang dimaksudkan disini adalah capaian hasil 

aktivitas DPRD sesuai dengan peraturan pelaksanaan yang telah ditentukan. 

Cakupan kinerja dalam penelitian ini adalah bidang penganggaran, pengawasan 

dan legislasi dalam kurun waktu dua tahun terakhir (tahun 2009-2011). 

Hasil akhir dari penelitian ini adalah deskripsi mengenai akuntabilitas 

kinerja penganggaran, pengawasan dan legislasi DPRD, serta pola-pola hubungan 

antara berbagai variabel struktur dan kultur organisasi dengan akuntabilitas 

kinerja penganggaran, pengawasan dan legislasi DPRD tersebut. Secara singkat 

kerangka pemikiran terurai diatas dapat dilihat pada tabel berikut. 
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1.  Faktor Karakteristik Sumber Daya Manusia 

Keterampilan yaitu kemampuan untuk melakukan suatu pekerjaan fisik 

atau mental (Spencer & Spencer dalam Senen, 2007). Keterampilan sumber daya 

manusia tercermin secara makro dari pendidikan formal, pendidikan 

kejuruan/teknis. dan pelatihan on the job yang diperolehnya (Afif,1993). Di antara 

ketiga indikator tersebut, yang terpenting adalah pendidikan formal (Alam,1993). 

Sehubungan dengan pentingnya keterampilan, Susanto (2007) menyatakan bahwa 

dalam lingkup yang kompetitif, organisasi sangat dituntut untuk merangsang 

sumber daya manusianya agar learning by doing dalam sebuah semangat yang 

termaktub dalam learning organization 

 

2.  Faktor Karakteristik Organisasi 

Struktur organisasi harus responsif terhadap tuntutan tugas dan perubahan 

lingkungan organisasi. Hal ini sesuai dengan teori mengenai struktur organisasi 

yang baik yang dikemukakan oleh Robbins ( 1996 ) yang menyatakan bahwa 

struktur organisasi yang baik adalah yang dapat memfasilitasi pencapaian tujuan 

organisasi. 

 

3.  Faktor Karakteristik Lingkungan 

Manusia akan mampu melaksanakan kegiatannya dengan baik, sehingga 

dicapai suatu hasil yang optimal, apabila diantaranya ditunjang oleh kondisi 

lingkungan yang sesuai. Suatu kondisi lingkungan dikatakan baik atau sesuai 
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apabila manusia dapat melaksanakan kegiatannya secara optimal, sehat, aman, 

dan nyaman. Ketidaksesuaian lingkungan kerja dapat dilihat akibatnya dalam 

jangka waktu yang lama. Lebih jauh lagi, keadaan lingkungan yang kurang baik 

dapat menuntut tenaga dan waktu yang lebih banyak serta tidak mendukung 

diperolehnya rancangan sistem kerja yang efisien. Banyak faktor yang 

mempengaruhi terbentuknya suatu kondisi lingkungan kerja. 

Dapat disimpulkan bahwa lingkungan kerja merupakan segala sesuatu 

yang ada di sekitar karyawan pada saat bekerja, baik yang berbentuk fisik ataupun 

non fisik, langsung atau tidak langsung, yang dapat mempengaruhi dirinya dan 

pekerjaanya saat bekerja. 

Faktor lingkungan penting dalam analisis mengenai kinerja DPRD karena 

setiap lembaga/organisasi beroperasi di bawah pengaruh lingkungan. Menurut 

Robbins (1996), lingkungan organisasi adalah suatu yang berada di luar 

organisasi. Selanjutnya Robbins membedakan 2 kategori lingkungan organisasi, 

yaitu lingkungan umum dan lingkungan khusus. 

 

C. DEFINISI KONSEP DAN DEFINISI OPERASIONAL 

1. Definisi Konsep 

Variabel dalam penelitian ini adalah kinerja DPRD, fungsi penganggaran, 

fungsi pengawasan, dan fungsi legislasi.  Kinerja adalah gambaran (performance) 

mengenai tingkat pencapaian pelaksanaan suatu kegiatan/program/kebijakan 

dalam mewujudkan sasaran, tujuan, misi dan visi organisasi yang dituangkan 

melalui perencanaan strategis suatu organisasi. Kinerja dapat diketahui dan diukur 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



jika individu atau sekelompok orang telah mempunyai kriteria atau standar 

keberhasilan tolok ukur yang sudah ditetapkan (Robertson, 2002). Sementara itu, 

fungsi penganggaran, pengawasan, dan legislasi adalah fungsi yang melekat pada 

DPRD dalam menjalankan amanat tugas pokok dan fungsinya, seperti yang diatur 

dalam Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang Susunan Kedudukan 

Anggota MPR, DPR, DPD, dan DPRD. 

 

2. Definisi Operasional  

Sebagai acuan dalam proses penggalian informasi dan pengumpulan data 

di lapangan, berikut definisi operasional dari konsep-konsep pokok dalam 

penelitian ini. 

a. Lembaga legislatif daerah adalah DPRD Kota Tanjungpinang. 

b. Fungsi penganggaran DPRD adalah fungsi memberikan persetujuan terhadap 

rencana anggaran daerah yang mencakup rencana anggaran pendapatan, 

belanja, dan pembiayaan, dengan memperhatikan: 

1) beberapa fokus sorotan DPRD dalam pembahasan KUA PPAS terhadap 

konsistensi hubungannya dengan RKPD dan RPJMD; 

2) tingkat kepuasan masyarakat terhadap kinerja DPRD dalam menjalankan 

fungsi penganggaran; 

3) ketepatan waktu dalam penyampaian rancangan KUA PPAS oleh eksekutif 

kepada DPRD; serta 

4) proses pembahasan dan pengesahan RAPBD oleh DPRD. 
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c. Fungsi pengawasan DPRD adalah fungsi memastikan berjalannya perundang-

undangan yang ada dan optimalnya kinerja lembaga eksekutif daerah, yang 

mencakup:  

1) pengawasan DPRD terhadap siklus anggaran dan pelaksanaan kegiatan 

yang ada di APBD; 

2) pengawasan DPRD terhadap kinerja SKPD; serta 

3) pengawasan DPRD yang dilakukan dalam bentuk Laporan Keterangan 

Pertanggungjawaban Kepala Daerah (LKPJ kepala daerah). 

d. Fungsi legislasi adalah fungsi membentuk Peraturan Daerah bersama Walikota 

dan pembentukan peraturan internal DPRD,  yang mencakup: 

1) tata cara dan tahapan pembentukan rancangan Peraturan Daerah; 

2) jumlah Keputusan DPRD Kota Tanjungpinang; 

3) peraturan daerah yang dihasilkan oleh DPRD Kota Tanjungpinang; serta 

4) kendala yang dihadapi DPRD dalam melaksanakan fungsi legislasi. 

e. Faktor sumber daya manusia adalah kondisi keterampilan, kedisiplinan, dan 

kreativitas ketekunan anggota DPRD, yang mencakup: 

1) tingkat pendidikan formal anggota DPRD Kota Tanjungpinang; 

2) kemampuan teknis dan keterampilan yang relevan sesuai tugas dan fungsi; 

serta 

3) bimbingan teknis bagi anggota DPRD. 
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f. Faktor karakteristik organisasi adalah kondisi struktur dan kultur yang dominan 

di dalam lembaga DPRD Kota Tanjungpinang, yang mencakup: 

1) hubungan antara alat-alat kelengkapan DPRD; dan 

2) struktur organisasi DPRD. 

g. Faktor lingkungan adalah kondisi politik, sosial, dan ekonomi yang melingkupi 

DPRD Kota Tanjungpinang, yang meliputi: 

1) kinerja pemerintah daerah, dan 

2) aktor pembuat kebijakan publik di pemerintah daerah. 
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BAB III 

METODE PENELITIAN 

A. Desain Penelitian 

Penelitian ini menggunakan desain deskriptif dengan pendekatan kualitatif. 

Menurut Irawan (2005), Penelitian Deskriptif bertujuan untuk mendeskripsikan 

atau menjelaskan sesuatu apa adanya, serta berfokus pada pertanyaan “Apa 

sebenarnya (apa esensi) dan objek penelitiannya. Peneliti ini dimungkinkan untuk 

memilih satu objek penelitian untuk dikaji secara mendalam dan bukan hanya 

membuat peta umum saja. Pemilihan desain deskriptif ini berdasarkan 

pertimbangan lebih memungkinkan pengkajian secara komprehensif terhadap 

kinerja lembaga legislatif daerah dibidang penganggaran, pengawasan dan 

legislasi. Penelitian ini juga bermaksud untuk melihat hubungan sebab akibat, 

antara kinerja DPRD dengan beberapa faktor. Hubungan sebab-akibat disini 

ditekankan pada pola-pola dan telaah dalam latar yang bersifat alamiah. Peneliti 

mengamati keaslian suatu gejala sosial, kemudian menelusuri apakah fenomena 

tersebut menimbulkan akibat terhadap kinerja atau tidak. 

Kinerja DPRD yang diteliti adalah kinerja kegiatan tahunan selama 

periode 2009-2011, yang terdiri dari unsur-unsur masukan (input), keluaran 

(output), hasil (outcomes), manfaat (benefits), dan dampak (impact). Kegiatan 

yang diteliti adalah kegiatan yang dibiayai APBD dan yang dituangkan dalam 

rencana kerja tahunan lembaga DPRD, sebagai penjabaran dari fungsi legislasi, 

penganggaran dan pengawasan DPRD. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja 

DPRD dalam pelaksanaan fungsi legislasi, penganggaran dan pengawasan yang 
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diteliti mencakup faktor sumber daya manusia, karakteristik organisasi dan 

lingkungan. 

 

B. Informan Penelitian 

Subyek penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Kota Tanjungpinang 

yang berjumlah 25 orang. Sesuai dengan desain penelitian maka dalam penelitian 

ini tidak menggunakan sampel. Penelitian kualitatif bertolak dari asumsi bahwa 

realitas empiris terjadi dalam suatu konteks sosio-kultural, saling terkait satu sama 

lain, sehingga setiap fenomena sosial harus diungkap secara holistik. Sugiyono 

(2012) menyatakan bahwa penelitian kualitatif bersifat holistik dan lebih 

menekankan pada proses, maka dalam penelitian ini yang dilihat hubungan antar 

obyek yang diteliti lebih bersifat interaktif dan saling mempengaruhi 

(reciprocal/interaktif), dan tidak diketahui mana variabel independen dan 

dependennya. Informan dipilih berdasarkan intensitas keterlibatan mereka dalam 

proses legislasi, anggaran dan pengawasan. 

Dalam usaha untuk menggambarkan fenomena sosial holistik tersebut, 

peneliti menggunakan dokumen-dokumen dan informan penelitian sebagai 

sumber utama data dan informasi. Informan  penelitian sebanyak 8 orang, yang 

dipilih secara acak (random), informan utamanya 5 orang anggota DPRD Kota 

Tanjungpinang yang tersebar di masing-masing anggota  alat kelengkapan DPRD 

(anggota Komisi 1, anggota Komisi 2, anggota Komisi 3, anggota Badan Legislasi 

dan anggota Badan Anggaran). Sementara itu, untuk informan triangulasi diambil 

dari 3 orang yang aktif di tengah masyarakat dan sering memberikan saran serta 
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kritisi kepada DPRD  yang terdiri dari pengamat politik dari akademisi, Lembaga 

Swadaya Masyarakat (LSM), dan tokoh masyarakat di Kota Tanjungpinang.  

 

C. Ruang Lingkup Penelitian 

1. Dimensi Legislasi meliputi : 

a. Sosialisasi dan dialog dalam proses tahapan pembahasan Peraturan 

Daerah 

b. Lamanya proses pembahasan Peraturan Daerah 

c. Jumlah Peraturan Daerah yang berasal dari inisiatif DPRD 

d. Jumlah seluruh Peraturan Daerah yang ditetapkan baik dari inisiatif 

DPRD maupun usulan dari pihak eksekutif 

2. Dimensi Pengawasan meliputi : 

a. Pelaksanaan pengawasan terhadap seluruh kegiatan dan kinerja 

SKPD mitra kerja. 

b. Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah, Keputusan 

Walikota, Peraturan Walikota dan Kebijaksanaan Pemerintah 

Daerah. 

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan APBD 

3. Dimensi anggaran meliputi : 

a. Pembahasan dan penetapan arah Kebijakan Umum Anggaran (KUA) 
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b. Pembahasan dan penetapan Prioritas dan Plafond Anggaran 

Sementara (PPAS)  

c. Pembahasan dan penetapan APBD 

d. Pembahasan, penetapan Perubahan APBD 

e. Pembahasan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 

4. Faktor-faktor yang mempengaruhi : 

a. Karakteristik sumber daya manusia 

b. Karakteristik organisasi 

c. Karakteristik lingkungan 

 

D. Instrumen Penelitian 

Instrumen yang digunakan dalam penelitian ini adalah pedoman 

wawancara.  Pertanyaan yang dicantumkan dalam Pedoman Wawancara 

disesuaikan dengan subjek yang akan diwawancarai.  

1. Pedoman wawancara untuk  anggota Badan Anggaran DPRD yang 

menjalankan fungsi penganggaran DPRD berisi pertanyaan-pertanyaan yang 

difokuskan pada kesesuaian Kebijakan Umum Anggaran dan Prioritas Plafon 

Anggaran Sementara (KUA PPAS) dengan APBD, ketepatan waktu 

pembahasan APBD, kendala-kendala yang dihadapi dalam proses 

pembahasan, dan faktor-faktor yang mempengaruhi.  
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2. Pedoman Wawancara untuk anggota Badan Legislasi DPRD yang 

melaksanakan fungsi legislasi DPRD berisi pertanyaan-pertanyaan dengan 

fokus rancangan Perda Inisiatif, partisipasi masyarakat dalam pembuatan 

perda, kendala-kendala dalam penyusunan Perda, serta faktor-faktor lain yang 

mempengaruhi.  

3. Pedoman Wawancara untuk anggota Komisi DPRD yang menjalankan fungsi 

pengawasan DPRD berisi pertanyaan-pertanyaan yang difokuskan pada 

mekanisme pengawasan yang dilakukan, kendala-kendala dalam fungsi 

pengawasan di tengah masyarakat, serta faktor-faktor struktur dan kultur 

orgnisasi yang mempengaruhi.           

4. Pedoman Wawancara untuk pemerhati politik, tokoh masyarakat, dan LSM 

berisi pertanyaan-pertanyaan yang berkenaan dengan konsistensi hubungan 

KUA-PPAS dengan RKPD dan RPJMD, ketepatan waktu dalam pengesahan 

RAPBD, kepuasan terhadap kinerja DPRD dalam melaksanakan fungsi 

penganggaran, fungsi legislasi, dan fungsi pengawasan, serta ruang yang 

diberikan DPRD kepada masyarakat untuk ikut berpartisipasi dalam 

pembahasan Peraturan Daerah. 

 

E. Metode Pengumpulan Data 

Pengumpulan data dilakukan wawancara dan studi dokumentasi. 

Wawancara dilakukan dengan seluruh informan yang  diambil secara acak 

(random) dari anggota DPRD dan pemerhati pembangunan di Kota 
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Tanjungpinang.  Wawancara dilakukan untuk menelusuri pendapat informan 

berkenaan dengan kinerja DPRD Kota Tanjungpinang dalam pelaksanaan fungsi 

penganggaran, pengawasan, dan legislasi beserta faktor-faktor struktur yang 

mempengaruhinya. 

Studi dokumentasi dilakukan melalui metode check list terhadap semua 

fenomena. Dokumen ini berbentuk data, tulisan, peraturan maupun kebijakan 

yang diteliti secara objektif.  

 

F. Metode Analisis Data.  

Data hasil pengumpulan data diolah dengan menggunakan teknik analisis 

kualitatif dengan model interaktif. Analisis model interaktif menurut Miles dan 

Haberman (1992) adalah analisis data melalui tiga kegiatan dan terjadi secara 

bersamaan, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Masing-

masing dari kegiatan tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut. 

1. Reduksi data, yaitu menyeleksi , menyederhanakan , mengklarifikasikan , dan 

mengorganisasikan agar data yang terkumpul lebih mengarah pada 

permasalahan dan dapat membantu proses analisis selanjutnya.  

2. Penyajian data, yaitu proses penyusunan kembali data yang telah diperoleh 

dengan menyederhanakan informasi kompleks kedalam satuan bentuk yang 

disederhanakan secara selektif atau kongfigurasi yang mudah untuk dipahami 

sehingga dapat diperoleh tingkat validitas serta obyektivitas hasil penelitian. 
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3. Penarikan kesimpulan, yaitu proses penyusunan kesimpulan dan pembuatan 

keputusan dari hasil analisis yang sebelumnya disesuaikan dengan penelitian. 

Kecenderungan hasil yang muncul diidentifikasikan kembali dan diperjelas 

pola konfigurasi-konfigurasi yang timbul agar penarikan kesimpulan akhir 

dapat dipertanggungjawabkan. 

 

G. Lokasi dan Waktu Penelitian 

Penelitian ini berlokasi pada DPRD Kota Tanjungpinang. Pelaksanaan 

penelitian berlangsung selama 4 (empat) bulan, mulai Febuari 2012 sampai Mei 

2012. 

 

 

 

 

 

  
UNIV

ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



BAB V 

KESIMPULAN DAN SARAN 

A. Kesimpulan 

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan pada bab sebelumnya dapat 

ditarik kesimpulan sebagai berikut. 

1. Kinerja DPRD dalam pelaksanaan fungsi penganggaran, pengawasan, dan 

legislasi belum mencapai tingkat yang diharapkan, sebagaimana terlihat dalam 

hal-hal berikut ini. 

a. Di dalam melaksanakan fungsi anggaran, DPRD tidak dapat 

mengoptimalkan proses penyampaian, pembahasan dan pengesahan atas 

rancangan KUA, PPAS, dan RAPBD menurut kerangka waktu, 

konsistensi dengan dokumen perencanan lainnya dan keberpihakan pada 

kepentingan masyarakat. Hal ini ditunjukkan dengan: (1) anggaran daerah 

sebagai hasil dari proses perencanaan dan penganggaran selalu terlambat 

dalam penetapannya, (2) alokasi belanja daerah lebih kecil pada 

kepentingan aparatur, dan (3) pertumbuhan pendapatan daerah tidak 

mencapai tingkat yang diharapkan. 

b. Di dalam melaksanakan fungsi pengawasan, DPRD belum fokus pada 

pengawasan kebijakan, belum mempunyai agenda pengawasan, belum 

menspesifikasi substansi kebijakan yang masuk dalam agenda DPRD dan  

yang dapat dijalankan langsung secara individu oleh anggota DPRD, serta 

belum membiasakan diri membuat kertas kerja pengawasan. Hal tersebut 

UNIV
ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



mengakibatkan fungsi pengawasan DPRD belum berperan nyata sebagai 

sistem peringatan dini yang memberi tanda bahaya ketika terjadi 

penyimpangan dari kebijakan atau kesepakatan bersama dan pencapaian 

kinerja kebijakan APBD belum maksimal. 

c. Di dalam melaksanakan fungsi legislasi, banyak perda yang disusun belum 

menempuh mekanisme partisipatif, akibatnya peraturan daerah yang 

dihasilkan tidak mendapat respons yang positif dari masyarakat. 

Partisipasi masyarakat tidak hanya dalam proses penyaringan aspirasi, tapi 

juga mencakup diskusi-diskusi intensif dengan wakil-wakil masyarakat 

dan anggota masyarakat yang berminat dalam pembahasan Ranperda 

tersebut.   

2. Faktor-faktor yang mempengaruhi kinerja DPRD dalam bidang penganggaran, 

pengawasan, dan legislasi adalah sebagai berikut. 

a. Faktor sumberdaya manusia DPRD Kota Tanjungpinang, yaitu tingkat 

pendidkan formal dan tingkat keterampilan teknik anggota DPRD masih 

sangat rendah.  Hal ini ditunjukkan dengan 60 persen anggota DPRD 

masih berpendidikan SLTA ke atas. Selain itu, bimbingan teknis, 

pelatihan-pelatihan, dan kunjungan kerja masih dilakukan bagi anggota 

DPRD. 

b. Faktor karakteristik organisasi, yakni sudah berjalannya alat kelengkapan 

DPRD  sesuai dengan tugasnya masing-masing dan adanya hubungan 

kerjasama yang baik antara alat-kelengkapan DPRD. 
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c. Faktor lingkungan, yakni ketepatan waktu dalam menyampaikan sesuatu 

yang akan dibahas, konsisten atau tidaknya dan transparan atau tidaknya 

sesuatu yang disampaikan oleh pemerintah daerah kepada DPR 

berpengaruh terhadap proses pembahasan selanjutnya yang dilakukan oleh 

DPRD. 

 

B. Saran 

Sehubungan dengan adanya temuan-temuan di lapangan mengenai 

kelemahan dan kendala-kendala yang terkait dengan pelaksanaan fungsi 

penganggaran, pengawasan, dan legislasi, berikut beberapa saran perbaikan. 

1. Perlu adanya pandangan yang sama antara pemerintah daerah dan DPRD  

terhadap proses penyusunan perencanaan dan  penganggaran yang sesuai 

dengan peraturan perundang-undangan. Dengan prinsip-prinsip yang harus 

dipenuhi, antara lain: partisipasi masyarakat, transparansi dan akuntabilitas 

anggaran, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan aktivitas 

anggaran, serta taat azas. 

2. DPRD perlu membuat sistem operasional dan prosedur yang standar mengenai 

mekanisme pengawasan yang dilakukan oleh komisi terhadap SKPD mitra 

kerja komisi yang bersangkutan. 

3. DPRD perlu melibatkan seluruh stakeholder dalam proses pembahasan 

rancangan peraturan daerah. Istilah stakeholders diadopsi oleh pemerintah 

sebagai sebuah pendekatan partisipatif dalam proses pembangunan. 
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Stakeholder yang terlibat dalam perencanaan adalah pada aktor pemerintahan 

kecamatan/kelurahan dan lembaga-lembaga format di tingkat kelurahan 

(lurah, BKM, PKK, LPMK, RT dan RW), serta organisasi sektoral (nelayan, 

pemulung, tukang ojek, dan pedagang kaki lima). 

4. Guna meningkatkat kualitas sumber daya manusia, perlu adanya pelatihan dan 

pengembangan pendidikan secara optimal bagi anggota DPRD. 

5. Kemampuan DPRD harus ditingkatkan agar dapat menghasilkan lebih banyak 

perda-perda inisiatif usulan DPRD. 

6. Agar penyusunan APBD terbebas dari kepentingan politik dan tekanan partai 

politik, diperlukan anggaran khusus yang digunakan untuk melakukan 

penelitian dan pengkajian tentang hal tersebut di Sekeretariat DPRD. 
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Lampiran 1 

 

TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

Nama Informan :  Drs. Asep Nana Suryana ( BANGGAR ) 

Tanggal Wawancara : 10 April 2012 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Apakah fokus sorotan 
DPRD dalam pembahasan 
KUA, PPAS. dan RAPBD? 

Disesuaikan dengan hasil Musrenbang dan 
RKPD yang disusun oleh eksekutif 
selanjutnya KUA, PPAS. dan RAPBD 
tersebut harus disinkronkan dengan dokumen 
RPJMD 

2 Bagaimana saudara melihat 
konsistensi hubungan 
antara KUA, PPAS. dan 
RAPBD dengan RKPD dan 
RPJMD? 

Hal tersebut merupakan suatu yang tidak 
dapat dipisahkan artinya harus ada hubungan 
yang erat antara KUA, PPAS dan RAPBD 
dengan RKPD dan RPJMD, namun 
kenyataannya RKPD dan RPJMD tidak 
dijadikan dasar dalam penyusunan KUA, 
PPAS. dan RAPBD. 

3 Menurut saudara 
bagaimana kalau dilihat 
dari ketepatan waktu dalam 
pembahasan KUA, PPAS. 
dan RAPBD? 

Tidak pernah tepat waktu 

 
 

4 Apa kendala-kendala yang 
dihadapi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi 
penganggaran? 

Karena masing-masing anggota dewan hanya 
mementingkan kepentingan aspirasi dewan 
itu sendiri dan kepentingan politisnya saja. 

6. Apakah bimbingan 
teknis/pelatihan-pelatihan, 
kunjungan kerja dan studi 
banding yang dilakukan 
DPRD sudah cukup untuk 
meningkatkan kemampuan 
anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

Sudah cukup , bagi yang rajin mengikuti. 
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7. Apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD 
semuanya sudah berjalan 
dengan baik. dan 
bagaimana hubungan 
antara alat-alat 
kelengkapan DPRD 
tersebut? 

Komisi  sudah cukup baik kecuali Baleg. 
 

 
 

 

8. Bagaimana saudara melihat 
hubungan antara DPRD 
dengan pemerintah daerah? 
 

Hubungan cukup bagus sepanjang itu 
menyangkut masalah pekerjaan. 

9. Apakah faktor lingkungan 
DPRD (pemerintah daerah 
dan lingkungan sosial) 
dapat mempengaruhi 
kinerja DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

 

Sangat mempengaruhi. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Nama Informan : Jamal Adi Susanto ( KOMISI  I ) 

Tanggal Wawancara : 12 April 2012 

 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana mekanisme 
pengawasan yang 
dilakukan DPRD? 

 Menjemput bola dengan mencari tahu 
dengan menginput dari masyarakat 

 Turun langsung kelapangan, kalau ada 
masalah langsung diberikan solusinya, 
namun kalau tidak dapat maka akan 
dipanggil untuk dibawa ke komisi 

 Terakhir dicarikan kebijakan mungkin 
sampai pengajuan peraturan daerah 

 Pengawasan DPRD harus dilakukan 
secara berkesinambungan 

2 Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah 
struktur APBD sampai saat 
ini telah berpihak kepada 
kepentingan masyarakat 
dan tepat sasaran? 

Sebagian sudah untuk kepentingan 
masyarakat, namun masih belum sempurna 
dalam mengarah kesasaran atau belum 
memenuhi skala prioritas. Misalnya suatu 
kegiatan yang sudah ditinjau dilapangan dan 
sudah melalui proses tahapan musrenbang, 
namun kemudian dapat hilang di TAPD. 

3 Apa kendala-kendala yang 
dihadapi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

 

 Tidak terbukanya unsur SKPD. 
 adanya egoisme SKPD dalam menentukan 

suatu kebijakan. 

4. Bagaimana saudara 
melihat sumber daya 
manusia yang ada di 
DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya 
manusia dapat 
mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

 SDM yang ada tidak begitu menonjol. 

 Sangat berpengaruh, dengan tingkat SDM 
yang baik akan mempengaruhi kinerja 
yang bagus. 
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5, Apakah bimbingan 
teknis/pelatihan-pelatihan, 
kunjungan kerja dan studi 
banding yang dilakukan 
DPRD sudah cukup untuk 
meningkatkan kemampuan 
anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

Belum cukup, karena masih perlu menginput 
seluruh pengetahuan sesuai dengan tupoksi 
dan ilmu pengetahuan tidak dapat ditakar. 
 

 
 

 

6. Apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD 
semuanya sudah berjalan 
dengan baik, dan 
bagaimana hubungan 
antara alat-alat 
kelengkapan DPRD 
tersebut? 

Belum berjalan dengan baik dan hubungan 
antar alat kelengkapan kurang komunikasi. 
 

 
 

 
 

7. Bagaimana saudara 
melihat hubungan antara 
DPRD dengan pemerintah 
daerah? 

 

Saling ada kepentingan yang berbeda baik 
dari segi politis. 

 

8. Apakah faktor lingkungan 
DPRD (pemerintah daerah 
dan lingkungan sosial) 
dapat mempengaruhi 
kinerja DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

 

Sangat mempengaruhi. 
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TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Nama Informan : Wan Firman,SE ( KOMISI  II ) 

Tanggal Wawancara : 16 April 2012 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana mekanisme 
pengawasan yang 
dilakukan DPRD? 

Adanya pengaduan dari masyarakat dan 
inisiatif dari komisi. 

2 Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah 
struktur APBD sampai saat 
ini telah berpihak kepada 
kepentingan masyarakat 
dan tepat sasaran? 

Sudah sesuai, dengan fungsi pengawasan. 

3 Apa kendala-kendala yang 
dihadapi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

 

 Masalah kekompakan, ketika 
melaksanakan tidak ada motivasi yang 
sama. 

 Masalah kehadiran anggota, hanya dihadiri 
beberapa orang anggota saja. 
 

4. Bagaimana saudara 
melihat sumber daya 
manusia yang ada di 
DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya 
manusia dapat 
mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

 

Kajian secara ilmiah tidak dapat disampaikan 
dengan baik karena pendidikan yang masih 
kurang, terutama dalam pembahasan 
peraturan daerah terkesan hanya orang yang 
itu-itu saja. 

5, Apakah bimbingan 
teknis/pelatihan-pelatihan, 
kunjungan kerja dan studi 
banding yang dilakukan 
DPRD sudah cukup untuk 
meningkatkan kemampuan 
anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

Sangat dibutuhkan sepanjang dijalankan 
dengan sebaik-baiknya. 
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6. Apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD 
semuanya sudah berjalan 
dengan baik, dan 
bagaimana hubungan 
antara alat-alat 
kelengkapan DPRD 
tersebut? 

Hubungan antar alat kelengkapan sudah 
berjalan dengan baik dan hubungan tersebut  
tergantung dari motivasi masing-masing. 

7. Bagaimana saudara 
melihat hubungan antara 
DPRD dengan pemerintah 
daerah? 

 Secara sistematik hubungan cukup baik. 
 Komunikasi kurang baik, beberapa hal 

tidak nyambung. 

8. Apakah faktor lingkungan 
DPRD (pemerintah daerah 
dan lingkungan sosial) 
dapat mempengaruhi 
kinerja DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

Ikut mempengaruhi terutama internal dari 
masing-masing anggota (pribadi), 
kepentingan-kepentingan anggota dewan dan 
jati diri masing-masing dewan. 

 

 

 

 

 

 

  
UNIV

ERSITAS TERBUKA

13/40985.pdf

Koleksi Perpustakaan Universitas Terbuka



TRANSKRIP HASIL WAWANCARA 

 

Nama Informan : Ir. Boorman Sirait,MM ( KOMISI  III ) 

Tanggal Wawancara : 18 April 2012 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana mekanisme 
pengawasan yang 
dilakukan DPRD? 

Salah satu tugas pengawasan dilakukan secara 
berkala terhadap beberapa SKPD mitra kerja 
komisi, baik secara langsung kegiatannya 
maupun kedinasan. 
 

2 Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah 
struktur APBD sampai saat 
ini telah berpihak kepada 
kepentingan masyarakat 
dan tepat sasaran? 

Yang dikerjakan SKPD sudah sesuai dengan 
kebutuhan masyarakat, namun kinerja SKPD 
sangat lemah.  
Sebagai contoh tepi laut seharusnya tahun 
2011 sudah selesai, namun karena lambat 
pelaksanaan lelang sehingga sampai sekarang 
belum juga selesai. 
 

3 Apa kendala-kendala yang 
dihadapi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

 

Dalam kunjungan ke SKPD jarang ketemu 
dengan Kepala SKPD, sehingga hasilnya tidak 
optimal. 

4. Bagaimana saudara 
melihat sumber daya 
manusia yang ada di 
DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya 
manusia dapat 
mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

 SDM minimal sarjana. 

 Tidak adanya seleksi dari partai dalam 
mengusung calegnya. 

 Hendaknya disaring baik SDM maupun 
penampilannya. 

 Kalau dasar pendidikannya tidak ada maka 
dapat terjadi arogansi. 
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5, Apakah bimbingan 
teknis/pelatihan-pelatihan, 
kunjungan kerja dan studi 
banding yang dilakukan 
DPRD sudah cukup untuk 
meningkatkan kemampuan 
anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

 

 Hasil bintek sangat berguna sekali 
 Pembelajaran sangat penting untuk 

meningkatkan kemampuan dewan 
 Tapi terkadang bintek tidak dipelajari. 

6. Apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD 
semuanya sudah berjalan 
dengan baik, dan 
bagaimana hubungan 
antara alat-alat 
kelengkapan DPRD 
tersebut? 

 

 Komisi hubungannya sudah bagus. 

 BK kurang optimal. 
 Secara umum hubungan sudah bagus. 

7. Bagaimana saudara 
melihat hubungan antara 
DPRD dengan pemerintah 
daerah? 

 

 Secara umum hubungan dengan SKPD 
cukup baik, sudah ditanggapi namun 
kadang-kadang tidak memberikan 
penjelasan yang baik. 

 Saling menyalahkan. 
 

8. Apakah faktor lingkungan 
DPRD (pemerintah daerah 
dan lingkungan sosial) 
dapat mempengaruhi 
kinerja DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

 

Faktor lingkungan tidak mempengaruhi tugas-
tugas dewan. 
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Nama Informan : Beni, SH.MH ( BALEG ) 

Tanggal Wawancara : 20 April 2012 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Antara rancangan peraturan 
daerah inisiatif DPRD dengan 
usulan Eksekutif lebih banyak 
mana, bagaimana tanggapan 
saudara? 

 

Saat ini sama banyaknya. 

 

2 Apakah dalam pembahasan 
rancangan peraturan daerah, 
DPRD sudah memberikan 
ruang dan saluran kepada 
masyarakat untuk ikut 
berpartisipasi dalam proses 
pembahasan, sesuai dengan 
amanat Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada 
Pasal 139 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “ 
Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan 
rancangan Perda”. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pada 
Pasal 96 ayat (1) yang 
menyatakan bahwa “ 
Masyarakat  berhak  
memberikan  masukan  secara 
lisan  dan/atau  tertulis  dalam  
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan”. 

 Sudah melibatkan masyarakat. 

 Pendapat masyarakat sudah 
dirangkum sejak dilakukan FGD. 

 Sudah adanya naskah akademis. 
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3 Apa kendala-kendala yang 
dihadapi DPRD dalam 
melaksanakan fungsi legislasi? 

 Kurangnya koordinasi dengan 
pemerintah daerah. 

 Kabag hukum lemah. 
 Koordinasi SKPD. 

 

4. Bagaimana saudara melihat 
sumber daya manusia yang ada 
di DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya manusia 
dapat mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

 

 SDM nya sudah bagus. 

 
 

 

5, Apakah bimbingan 
teknis/pelatihan-pelatihan, 
kunjungan kerja. dan studi 
banding yang dilakukan DPRD 
sudah cukup untuk 
meningkatkan kemampuan 
anggota DPRD dalam 
melaksanakan fungsinya? 

Pasti sangat dibutuhkan. 
 

 
 

 
 

6. Apakah alat-alat kelengkapan 
DPRD semuanya sudah 
berjalan dengan baik, dan 
bagaimana hubungan antara 
alat-alat kelengkapan DPRD 
tersebut? 

Berjalan dengan baik. 

 
 

 
 

7. Bagaimana saudara melihat 
hubungan antara DPRD dengan 
pemerintah daerah? 

Cukup baik. 
 

 

8. Apakah faktor lingkungan 
DPRD (pemerintah daerah dan 
lingkungan sosial) dapat 
mempengaruhi kinerja DPRD 
dalam melaksanakan 
fungsinya? 

Sangat berpengaruh. 
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Nama Informan : Drs.Zamzami A.Karim ( MASYARAKAT ) 

Tanggal Wawancara : 23 April 2012 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana saudara melihat 
konsistensi hubungan antara 
KUA, PPAS. dan RAPBD 
dengan RKPD dan RPJMD? 

 Sepertinya lebih banyak kepentingan 
DPRD dan eksekutif daripada 
kepentingan masyarakat. 

 Penjabaran RPJMD ke RKPD 
kurang mampu memperinci kedalam 
program-program kerja. 

 

2 Menurut saudara bagaimana 
kalau dilihat dari ketepatan 
waktu dalam pembahasan KUA, 
PPAS. dan RAPBD? 

Yang penting muatan-muatan dari 
perencanaan dan program menyentuh 
dengan kebijakan umum. 
Kalau masalah ketepatan waktu tidak 
penting karena masalah yang penting 
subtansifnya. 
 

3 Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
penganggaran? 

 Tidak dapat mengukur kinerja dalam 
fungsi anggaran. 

 Tidak dapat dilihat secara 
transparan. 

 

4. Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah struktur 
APBD sampai saat ini telah 
berpihak kepada kepentingan 
masyarakat dan tepat sasaran? 

 DPRD tidak mempunyai parameter 
untuk menmgukur tepat atau 
tidaknya sasaran. 

 Konsistensi misi, visi dan program 
kegiatan yang harus dikontrol. 

 

5, Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

Tingkat kepuasan rendah. 
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6. Apakah dalam pembahasan 
rancangan peraturan daerah, 
DPRD sudah memberikan ruang 
dan saluran kepada masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses pembahasan, sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 
139 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “ Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan 
rancangan Perda”. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pada Pasal 
96 ayat (1) menyatakan bahwa “ 
Masyarakat  berhak  memberikan  
masukan  secara lisan  dan/atau  
tertulis  dalam  Pembentukan 
Peraturan Perundang-
undangan”? 

Tidak adanya konsultasi publik, apabila 
adapun tidak maksimal. 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

7. Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
legislasi? 
 

 

 Lebih tidak puas lagi. 

 Tidak pernah melihat adanya inisiatif 
dari legislatif. 

 Perda itu hanya copy paste atau 
bukan adanya perda yang mirip UU. 

8. Bagaimana saudara melihat 
sumber daya manusia yang ada 
di DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya manusia 
dapat mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

 SDM kalau maksudnya pendidikan 
sudah cukup baik. 

 SDM dari segi kompetensi masih 
rendah. 
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9. Menurut saudara apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD semuanya 
sudah berjalan dengan baik, dan 
bagaimana hubungan antara alat-
alat kelengkapan DPRD 
tersebut? 

 Masing-masing alat kelengkapan 
mestinya tidak berdiri sendiri-sendiri. 

 Terjadinya tumpang tindih produk 
kerja masing-masing alat 
kelengkapan. 

 

10. Bagaimana saudara melihat 
hubungan antara DPRD dengan 
pemerintah daerah? 

 Hubunganya sejalan dan sejajar. 
 Kritik DPRD terhadap pemerintah 

daerah sangat lunak, sehingga kepala 
daerah lebih dominan daripada 
DPRD. 
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Nama Informan : Drs. Pramudji Nur M ( MASYARAKAT ) 

Tanggal Wawancara : 25 April 2012 

No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana saudara melihat 
konsistensi hubungan antara 
KUA, PPAS. dan RAPBD 
dengan RKPD dan RPJMD? 

Sesuai dengan peraturan perundang-
undangan bahwa penyusunan KUA, 
PPAS dan RAPBD pada dasarnya 
merupakan bagian dari upaya 
pencapaian visi, misi, tujuan dan 
sasaran yang telah ditetapkan dalam 
RPJMD yang kemudian dituangkan 
dalam perencanaan tahunan ( RKPD ), 
oleh karena itu seharusnya ada 
konsistensi hubungan antara 
KUA,PPAS dan RAPBD dengan 
RKPD dan RPJMD. 
 

2 Menurut saudara bagaimana 
kalau dilihat dari ketepatan 
waktu dalam pembahasan KUA, 
PPAS. dan RAPBD? 

Ketepatan waktu dalam penyampaian 
KUA dari Walikota kepada DPRD 
sangat penting sekali karena kalau 
sudah terjadi keterlambatan dalam 
penyampaian maka dengan sendirinya 
akan terjadi keterlambatan pada proses 
selanjutnya yaitu proses pembahasan 
KUA dan kesepakatan KUA, diikuti 
juga dengan keterlambatan pada proses 
penyampaian RAPBD dan pembahasan 
RAPBD oleh DPRD, selanjutnya pada 
proses pengesahan APBD 
dikhawatirkan juga akan terlambat. 
 

3 Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
penganggaran 

Kurang puas, banyak usulan dari 
masyarakat melalui reses (penjaringan 
aspirasi masyarakat) banyak yang tidak 
dapat dipertahankan dalam pembahasan 
APBD. 
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4. Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah struktur 
APBD sampai saat ini telah 
berpihak kepada kepentingan 
masyarakat dan tepat sasaran? 

Perlu lebih ditingkatkan lagi agar 
kepentingan masyarakat dapat dikawal 
sampai selesainya suatu kegiatan. 
 

 

5, Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

Kurang puas , dikarenakan kualitas dari 
hasil pelaksanaan kegiatan kurang 
bermutu dan lambatnya dari 
pelaksanaan kegiatan tersebut, 
sehubungan dengan hal ini perlu 
pengawasan DPRD yang lebih intensif 
terhadap kegiatan yang dilakukan oleh 
pihak ketiga dan kalau terjadi 
penyimpangan dari segi kualitas, 
kuantitas dan waktu pelaksanaan agar 
segera memanggil SKPD terkait dan 
pihak ketiga yang melaksanakannya. 

6. Apakah dalam pembahasan 
rancangan peraturan daerah, 
DPRD sudah memberikan ruang 
dan saluran kepada masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses pembahasan, sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 
139 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “ Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan 
rancangan Perda”. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pada Pasal 
96 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Masyarakat  berhak  
memberikan  masukan  secara 
lisan  dan/atau  tertulis  dalam  
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan”? 

Belum sepenuhnya memberi peluang 
kepada masyarakat untuk ikut 
memberikan masukan bagi penyusunan 
suatu peraturan daerah, untuk itu agar 
setiap peraturan daerah yang sedang 
dibahas agar disosialisasikan dahulu 
kepada masyarakat melalu diskusi. 
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7. Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
legislasi? 

 

Kurang puas, karena masih kurang 
produk peraturan daerah yang 
dihasilkan. 

8. Bagaimana saudara melihat 
sumber daya manusia yang ada 
di DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya manusia 
dapat mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

SDM dalam arti pendidikan masih perlu 
ditingkatkan, sedangkan untuk 
pelatihan dan bimbingan teknis agar 
betul-betul diikuti dengan serius agar 
pandangan dan pengetahuan dewan 
terus bertambah sesuai dengan 
perkembangan. 

 

9. Menurut saudara apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD semuanya 
sudah berjalan dengan baik, dan 
bagaimana hubungan antara alat-
alat kelengkapan DPRD 
tersebut? 
 

Saya melihat sudah cukup baik. 

 
 

10. Bagaimana saudara melihat 
hubungan antara DPRD dengan 
pemerintah daerah? 

Sudah cukup baik, namun dalam 
memberikan kritik dan saran agar 
DPRD lebih mementingkan untuk 
kepentingan masyarakat. 
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No Pertanyaan Jawaban 

1 Bagaimana saudara melihat 
konsistensi hubungan antara 
KUA, PPAS. dan RAPBD 
dengan RKPD dan RPJMD? 

Agar prioritas dari kelurahan melalui 
musrenbang dapat diterima dan 
dimasukkan dalam penyusunan KUA, 
PPAS. dan RAPBD. 
 

2 Menurut saudara bagaimana 
kalau dilihat dari ketepatan 
waktu dalam pembahasan KUA, 
PPAS. dan RAPBD? 

Ketepatan waktu sering terlambat, 
sehingga APBD juga ikut terlambat. 

 
 

3 Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
penganggaran? 

 Prioritas untuk tahun ini sudah 
memuaskan, dewan sudah mulai 
melihat terhadap kepentingan 
masyarakat. 

 Reses hanya menampung saja 
aspirasi dari masyarakat, tapi masih 
belum dapat terealisasi dengan baik. 

 

4. Sehubungan dengan fungsi 
pengawasan, apakah struktur 
APBD sampai saat ini telah 
berpihak kepada kepentingan 
masyarakat dan tepat sasaran? 

 

Sudah tepat sasaran (sudah mulai 
meningkat). 

 

5, Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
pengawasan? 

Kurang puas, untuk itu agar proyek-
proyek dilapangan harus dikontrol. 
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6. Apakah dalam pembahasan 
rancangan peraturan daerah, 
DPRD sudah memberikan ruang 
dan saluran kepada masyarakat 
untuk ikut berpartisipasi dalam 
proses pembahasan, sesuai 
dengan amanat Undang-Undang 
Nomor 32 Tahun 2004 tentang 
Pemerintahan Daerah, pada Pasal 
139 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Masyarakat berhak 
memberikan masukan secara 
lisan atau tertulis dalam rangka 
penyiapan atau pembahasan 
rancangan Perda”. Hal ini juga 
ditegaskan dalam Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2011 
tentang Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan, pada Pasal 
96 ayat (1) yang menyatakan 
bahwa “Masyarakat  berhak  
memberikan  masukan  secara 
lisan  dan/atau  tertulis  dalam  
Pembentukan Peraturan 
Perundang-undangan”? 

Belum pernah dilibatkan dan tidak 
pernah diundang. 

7. Bagaimana tingkat kepuasan 
saudara terhadap kinerja DPRD 
dalam melaksanakan fungsi 
legislasi? 
 

Kepuasan rendah dan perlu adanya 
sosialisasi. 

8. Bagaimana saudara melihat 
sumber daya manusia yang ada 
di DPRD saat ini dan sejauh 
mana sumber daya manusia 
dapat mempengaruhi kinerja 
DPRD? 

SDM perlu dikaji agar tingkat wawasan 
dewan lebih baik lagi, diharapkan 
wawasan tersebut ditingkatkan. 
 

9. Menurut saudara apakah alat-alat 
kelengkapan DPRD semuanya 
sudah berjalan dengan baik, dan 
bagaimana hubungan antara alat-
alat kelengkapan DPRD 
tersebut? 

Hubungan sudah cukup baik. 
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10. Bagaimana saudara melihat 
hubungan antara DPRD dengan 
pemerintah daerah? 

Hubungan baik dan saling mendukung. 
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